WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SABANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
secara optimal di bidang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu disusun Pedoman Standar Operasional
Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633; ‘5. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang ... /
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Derah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan
penetapan Kepada Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib
pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153,

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian lalu lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin memperkerjaan Tenaga kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5358);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya,;

Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang
Tahun 2009 Nomor 3);

Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 8);

Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang
Nomor 15);

MEMUTUSKAN: ... ¢~
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.

2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan

Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat
Daerah Kota. :

3. Walikota adalah Walikota Sabang.

4. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Kota
yang mempunyai kewenangan mengelola, membina dan
mengendalikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari
unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Kota terkait yang
mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk  keperluan Kota bagi  sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SOP
PDRD adalah tata cara atau acuan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

10. Wajib Retribusi adalah orang pibadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11. Surat ... /
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19.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disebut SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harga dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh
wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Walikota.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besar jumlah pokok pajak yang terutang.

.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya retribusi yang terutang.

Surat Tanda Setoran, yang selanjutya disingkat STS
adalah bukti setoran pajak dan retribusi yang telah
dilakukan ke kas daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek pajak dan retribusi dan
subjek pajak dan retribusi, penentuan besar pajak dan
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak dan retribusi kepada Wajib pajak dan retribusi
serta pengawasan penyetoran.

BABII ... /
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 2

SOP PDRD bermaksud sebagai tata cara atau acuan untuk
mengoptimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
berhubungan secara langsung dengan publik maupun
untuk penunjang penyelenggaraan pengelolaan pajak.

Pasal 3

Tujuan SOP PDRD meningkatkan kinerja pada setiap
aparatur pengelola Pajak dan Retribusi Pemerintah Kota
yang akhirnya dapat memenuhi kebutuhan pelayanan
pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat

secara optimal dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

(1) Ruang lingkup SOP PDRD pada Pemerintah Kota:
a. jenis pelayanan pajak dan retribusi;
b. kelengkapan persyaratan pajak dan retribusi;
c. jangka waktu proses; dan
d. kewenangan pejabat yang menetapkan.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pedoman pendaftaran dan pendataan pajak dan
retribusi;

pedoman pemberitahuan pajak dan retribusi;

pedoman pengunaan SKPD dan SKRD;

pedoman penetapan pajak dan retribusi ;

pedoman penggunaan SKPDKB;

pedoman pemungutan pajak dan retribusi;

pedoman penagihan pajak dan retribusi;

pedoman pembayaran dan penyetoran pajak dan

retribusi;

pedoman pengurangan, keringanan dan

pembebasan pajak dan retribusi;

j. pedoman pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif pajak dan retribusi;

k. pedoman keberatan dan banding;

pedoman pengembalian kelebihan pembayaran
pajak.

S0 0T

o
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Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pedoman SOP
PDRD Satuan Kerja Perangkat Kota yang membidangi

pajak dan retribusi.
BABIV ... 9/
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BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 6

(1) Sistematis SOP PDRD pada Satuan Kerja Perangkat
Kota yang membidangi pajak dan retribusi sebagai

berikut:

Bab 1 . Ketentuan Umum.

Bab. II : Maksud dan Tujuan Pedoman Standar
Operasional Prosedur.

Bab III : Ruang Lingkup.

Bab IV : Standar Operasional Prosedur.

Bab V :  Penutup.

(2) Sistematis SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. -

BAB YV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 September 2016

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 September 2016

?/SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

SO¥\V N ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 26



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH :

WAJIB PAJAK

DPPKKD/ BIDANG
PENDAPATAN u.p.
SEKSI PENDATAAN
DAN PENETAPAN/

KEPALA SKPK

Mulai

}

Melakukan

Menerima
Pendaftaran Pajak
Daerah

Pendaftaran

Aatal: Pawes [

Mengisi Blangko
Formulir

1

Menyerahkan
Blangko Formulir

y

Pendaftaran

Pendaftaran
Pajak Daerah

Memeriksa
Persyaratan

Pendaftaran Pajak
Daerah

JIKA BENAR / SALAH

Melengkapi &

Persyaratan
Pendaftaran
Pajak Daerah

™

Mencatat data

e~

Menerbitkan
NPWPD

Selesai

Pajak Daerah
buku induk wajib
pajak

A. PEDOMAN ... 7

> 1



A. PEDOMAN PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH

1.

2,

Wajib pajak melakukan pendaftaran ke Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota
Sabang Bidang Pendataan u.p. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
menyampaikan formulir pendaftaran wajib pajak dengan persyaratan:

a. Fotocopy akte pendirian perusahaan (PT, CV, FIRMA, KOPERASI,
YAYASAN dan Badan Usaha Lainnya)

b. Fotocopy SSPT dan STTS PBB-P2 tahun terakhir

c. Status tempat Usaha :
- Akta Kepemilikan, atau
- Perjanjian sewa menyewa mengetahui Keuchik

d. Foto Copy KTP (Pemilik, Pengurus, Ketua dan Direktur )

€. Mengisi dan menanda tangani formulir

. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap, jelas dan

benar, serta menyampaikan formulir yang telah diisi dan ditandatangani
diBidangPendapatan c/q Seksi Pendataan dan Penetapan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota
Sabang u.p. Bidang Pendapatan dan Seksi Pendataan & Penetapan
mencatat dan mendaftarkan usaha tersebut ke dalam buku daftar induk
wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai Nomor
Pokok wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Jangka waktu : 1 (satu) hari

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kota Sabang menerbitkan surat Pengukuhan Wajib pajak dan kartu
NPWPD untuk Wajib Pajak.

Jangka waktu : 1 (satu) hari




LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

WAJIB PAJAK

PETUGAS PEMUNGUT

DPPKKD, BIDANG
PENDAPATAN SEKSI
PENDATAAN DAN
PENETAPAN.

Menyerahkan

Mengisi SPTPD |

SPTPD

... Jika salahy

kurang

Mengambil

Memperbaiki SPTPD

Lembar ke 1

Menerima SPTPD

SPTPD

Lembar ke 3

Jika salah/kurang

Memeriksa SPTPD

I

Ll

Menghitung Besaran
Pajak Terhutang

Menetapkan \
SPTPD

Menerima SPTPD

Mengarsipkan
SPTPD

Lembar ke 2

Mengarsip #

B. PEDOMAN ...
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B. PEDOMANPEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

L.

Setiap awal bulan pada minggu pertama, petugas pemungut pajak daerah
menyampaikan surat pemberitahuan pajak Daerah (SPTPD) ke setiap
Wajib Pajak.

. Wajib pajak menerima dan segera mengisiSPTPD yang disampaikan

petugas pajak, dengan benar dan lengkap serta ditandatangani.
Selambat-lambatnya diterima tanggal 15 (lima belas) masa pajak.

. Petugas Pemungut Pajak menerima SPTPD yang sudah diisi oleh wajib

pajak, melakukan penelitian kebenaran laporan penghasilan bruto dari
wajib pajak. Apabila pelaporan SPTPD keliru akan dikembalikan kembali
kepada wajib pajak untuk dilakukan perubahan.

.Bidang Pendapatan u.p. Seksi Pendataan dan Penetapan melakukan

perhitungan pajak atau kebenaran SPTPD,Seksi Penetapan menanda
tangani SPTPD dengan mengetahui Kabid Pendapatan.

. SPTPD dicetak dalam 3 (tiga) rangkap dengan distribusi :

a. Lembar ke 1 Untuk Wajib Pajak.

b. Lembar ke 2 Untuk Bidang Pendapatan u.p. Seksi Pendapatan dan
Penetapan

c. Lembar ke 3 Untuk Petugas Pemungut
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LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMANPENGGUNAAN SKPDHOTEL

DPPKKD BIDANG

PENDAPATAN KEPALA

WAJIB PAJAK PI;)};\:/;I‘IEJI\(I} (?[?T KASIE DPPKKD
PENDATAAN
PENETAPAN.

Menerima Laporan

Wajib Pajak
Pajak Hotel Dan SPTPD

melapor SPTPD

Menghitung Besaran
Pajak Hotel dan
mengesahkan SP‘;‘fPD
sesuai Qanun dan
Peraturan Walikota

Menerbitkan .v
SKPD

Melakukan
Pemberitahuan
SKPD

Lembar Ke 1

Menerima
SKPD

Wajib Pajak
menerima SKPD

Lembar Ke 4

Mengarsip /

>»§,§§;}

l Selesai l%
4

Lembar Ke 3

Mengarsip

LAMPIRAN IV ... ¢
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LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 2% TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak
melapor SPTPD

Lembar Ke 1

Wajib Pajak
menerima SKPD

PEDOMANPENGGUNAAN SKPDRESTORAN
DPPKKD BIDANG
PETUGAS PENDAPATAN KEPALA
PEMUNGUT KASIE DPPKKD
PENDATAAN
PENETAPAN.

SPTPD

Menerima Laporan
Pajak Restoran Dan

SKPD

Lembar Ke 4

Lembar Ke 3

Melakukan
Pemberitahuan

Mengarsip

Mengarsip /'

Menghitung Besaran
Pajak Restoran dan
mengesahkan SPTPD

sesuai Qanun dan

Menerbitkan
SKPD

Peraturan Walikota

Menerima

Lembar Ke 2

Mengarsip

s »;r .

| Selesai l

LAMPIRAN V ...
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LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

PEDOMANPENGGUNAAN SKPD REKLAME

WAJIB PAJAK

DPPKKD BIDANG
PENDAPATAN KASIE

PENDATAAN DAN |
PENETAPAN /KPT2SP

PETUGAS
PEMUNGUT

KEPALA
DPPKKD

Wajib Pajak
melapor SPTPD

Menerima Laporan
dan tinjau lapangan

Wajib Pajak
menerima SKPD

Lembar Ke 1

Menghitung Besaran
Nilai Sewa Reklame /
Nilai Kontrak reklame
sesuai Qanun dan
Peraturan Walikota

Melakukan
Pemberitahuan
SKPD

Menerima
SKPD

Lembar Ke 4

Mengarsip /

4
Mengarsip J

Lembar Ke 3

Selesai

e

Mengarsip

Menerbitkan
SKPD

C. PEDOMAN ... /
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C. PEDOMANPENGGUNAAN SKPD REKLAME

1.
2.
3.

Wajib pajak melaporkan SPTPD Pajak Reklame.

Menerima laporan dan tinjauan kelapangan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Bidang
Pendapatan u.p. seksi Pendataan dan Penetapan/KPT2SP Menghitung
besaran Pajak yang terhutang dengan menggunakan Nota Perhitungan
Sesuai dengan Perwal tentang Nilai Sewa Reklame.

. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kota Sabang Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

.Bidang Pendapatan u.p. seksi Pendataan dan Penetapan/KPT2SP

Menyerahkan Surat Ketetapan Wajib Pajak kepada Petugas Pemungut
untuk melakukan pemberitahuan Surat Ketetapan wajib Pajak daerah
yang terhutang kepada Wajib Pajak.

. SKPD dicetak dalam 4 (empat) rangkap dengan distribusi :

a. Lembar ke 1 Untuk wajib Pajak

b. Lembar ke 2 Untuk Petugas Pemungut

c. Lembar ke 3 Untuk Bidang Pendapatam u.p. Seksi pendataan dan
Penetapan.

d. Lembar ke 4 Untuk Bidang Penagihan u.p. Seksi Penagihan.
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LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 2¢ TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMANPAJAK PENERANGAN JALAN

WAJIB PAJAK

DPPKKD
WAJIB PUNGUT e ey BIDANG
PT.PLN PEnaA | PENDAPATAN KASI

PENAGIHAN DAN
PELAPORAN

Wajib Pajak
Melakukan
transaksi
pembelian/Pemba
yaran listrik

\

Memungut PPJ atas

transaksi penjualan

/pembayaran listrik
sesuai peraturan

berlaku dan menyetor Menerima Laporan

penyetoran pajak PJJ
dan rekapitulasi

penerimaan PPJ per

jenis tarif

Melakukan
Rekonsiliasi

ke Kas Daerah

Dengan PT.PLN
dan mencatat
dalam akun

\ 4

| selesai |
i

LAMPIRAN VII ...




LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PENGGUNAAN SKPD PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN
DPPKKD BIDANG
PENDAPATAN KEPALA
WAJIB PAJAK PPE’%/ITSI\%‘ST KASIE DPPKKD
PENDATAAN DAN
PENETAPAN

Wajib Pajak
menyerahkan
Kontrak
pekerjaan dan
hasil Hitungan
Pajak mineral
Bukan Logam

yang dipakai

Lembar Ke 1

Wajib Pajak
menerima SKPD

Verifikasi/Menghitung
Besaran Pajak Meneral
Bukan Logam Dan
Batuan yang di pakai

Melakukan
Pemberitahuan
SKPD

Lembar Ke 4

Mengarsip /

Lembar Ke 3

Mengarsip

Memeriksa nota
perhitungan dan
mengesahkan SPTPD
sesuai Qanun dan
Peraturan Walikota

Menerima

SKPD

—

Mengarsip /’5

e

| — -
Selesai

Menerbitkan \
SKPD

7
i

LAMPIRAN VIII ...
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

PEDOMAN PENGGUNAAN SSPT PBB-P2
DPPKKD BIDANG
PETUGAS
WAJIB PAJAK PEMUNGUT 5 ggﬁéﬁgﬁ%‘ﬁp ' gggfgg‘g
DPPKKD/GAMPONG PBB-P2
Menerima laporan dan
Melap?orkan melakukan cek
data objek PBB- lapangan Jika ,
P2 dibutuhkan e
- Pendaftaran PBB-P2

Mengesah
kan SPPT
PBB-P2

- Pendataan & Penilaian

- penerbitan SPPT

Didistribusikan
pada wajib pajak

Menyerahkan
SPPT PBB-P2

Menerima SPPT
PBB-P2

kepada Petugas

LAMPIRAN IX ...

E

> I
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LAMPIRAN IX

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMANPENGGUNAAN SSPD BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

DPPKKD

BIDANG KEPALA DPPKKD u.p.

PETUGAS PENDAPATAN BIDANG
WAJIB PAJAK | PEMUNGUT/PPAT/ KASIE PENDAPATAN

PPATS/BPN PENDATAAN
DAN
PENETAPAN.

Mengisi Blanko BPHTB

Melaporkan di tanda tangani dan

transaksi melampirkan Bahan
pembelian Pendukung Melakukan verifikasi
Data:
Tanah/Bangunan

seuai dengan

-FC.Sertifikat/hak milik

Mengesahkan
surat kepemilkan &

/porperasi

nilai pasar

-SPPT dan STTS Lunas
PBB-P2

-FC.KTP
penjual&pembeli

-FC.kwitansi

LAMPIRAN X ... 9/

yil
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D. PEDOMAN PENGGUNAAN SKPD

d..

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk

Bidang Pendapatan u.p. seksi Pendataan dan Penetapan Menghitung

besaran Pajak berdasarkan SPTPD untuk proses SKPD.

Jangka waktu : 1 hari Kerja.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kota Sabang Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Jangka waktu : 1 hari kerja.

Kabid Pendataan u.p. seksi Penetapan Menyerahan Surat Ketetapan

Wajib Pajak kepada Petugas Pemungut.

Petugas Pemungut untuk melakukan pemberitahuan Surat Ketetapan

wajib Pajak Daerah (SKPD) yang terhutang kepada Wajib pajak

Jangka waktu : 5 hari kerja.

SKPD dicetak dalam 4 (empat) rangkap dengan distribusi :

a. Lembar ke 1 Untuk wajib Pajak

b. Lembar ke 2 Untuk Petugas Pemungut

c. Lembar ke 3 Untuk Bidang Pendapatan u.p. Seksi Pendataan dan
Penetapan.

d. Lembar ke 4 Untuk Bidang Pendapatan u.p. Seksi Penagihan dan
Pelaporan .




LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PENGGUNAAN SKPD

DPPKKD BIDANG

PENDAPATAN/ | KEPALA DINAS
WAJIB PAJAK PI};};:\:/;FI[JJI\?C?ST KASIE DPPKKD
PENDATAAN DAN
PENETAPAN.
Menerima SPTPD
%/ 7

LbrKe1

Wajib Pajak
menerima

Melakukan
Pemberitahuan
SKPD

Lembar ke 3

Mengarsipkan

Memproses SKPD

Menerima SKPD
dan Menyampaikan

Lembar ke 4

BIDANG

Menetap
kan SKPD

D. PEDOMAN ...

» {7
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LAMPIRAN XI

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR Z& TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PENGGUNAAN SKPDKB DAN SKPDKBT

DPPKKD BIDANG | KEPALA DPPKKD
PENDAPATAN
WAJIB PAJAK Pl}j“,%/rlrlljjl\(l}éST SEKSI
PENDATAAN DAN
PENETAPAN

MemeriksaPermohonan
,SKPDKB DAN SKPDKBT

Melakukan
Penagihan

Membayar Pajak

* Apabila salah Menghitung Besaran
MAARSELILE SKPDKB DAN SKPDKBT

..
|

Menyerahkan

Permohonan ,SKPDKB
DAN SKPDKBT

Menerbitkan
,SKPDKBdan
SKPDKBT

Menerima
SKPDKBdan SKPDKBT

— —

y §

Lembar ke 3

Menyerahkan
SKPDKB

Lembar ke 1

Mengarsip )t,f"‘

SKPDKB dan SKPDKBT

Lembar ke 2

Mengarsipkan 4 d SELESAI

E. PEDOMAN ...

» {7
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E. PEDOMANPENGGUNAAN SKPDKB

i N

10.

DPPKKD Bidang Pendapatan seksi Pendataan dan Penetapan melakukan

penelitian dan pemeriksaan dengan cara menghitung jumlah pajak

terhutang yang tertera dalam SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

Jika Pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan jika ditemukan

data baru dan/atau menyebabkan penambahan jumlah pajak yang

terutang maka di keluarkan SKPDKBT.

Petugas Pemungut pajak daerah melakukan penagihan pajak daerah

kepada wajib pajak.

Petugas Pemungut Menyerah SKPDKB dan SKPDKBT kepada Bidang

Pendapatan/Seksi Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendapatan u.p. Kasie Pendataan dan Penetapan melakukan

penelitian kembali dan pemeriksaan atas kebenaran terhadap objek

pajak yang tertera dalam SKPDKB dan SKPDKBT yang sudah

disampaikan oleh wajib pajak.

Kapala Dinas Menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT

SKPDKB dicetak dalam 4 (empat) rangkap dengan distribusi :

a. Lembar ke 1 Untuk wajib Pajak

b. Lembar ke 2 Untuk Petugas Pemungut

c. Lembar ke 3 Untuk Bidang Pendataan u.p. Seksi Penetapan.

d. Lembar ke 4 Untuk Bidang Pendapatan u.p. Seksi Penagihan dan
Pelaporan .

Berdasarkan SKPDKB yang diterima dari Kasie Penetapan,kasi

penagihan melakukan penagihan ke wajib pajak.

Wajib Pajak menerima SKPDKB dan SSPD sebagai Bukti Pembayaran

Pajak Daerah Melalui Benidehara Penerima.

Dalam Waktu 1 x 24 jam, Petugas Pemungut Pajak Daerah menyetor

Uang Penerimaan pajak daerah yang dipungut ke Bendahara Penerima

DPPKKD dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) .




LAMPIRAN XII

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WAJIB PAJAK

PETUGAS PEMUNGUT

DPPKKD BIDANG
PENDAPATAN/
SEKSI PENAGIHAN
DAN PELAPORAN

Wajib Pajak
menerima SSPD

Membayar Pajak

Menerima
Penyerahan SSPD

Pemberitahuan
SSPD

Menerima

Setoran

v

Melakukan
Penyetoran ke
bendahara
penerima

...

Menerbitkan SSPD

Mencatat
kedalam buku
penvetoran SSPD

Menanda
tanganan
SSPD

F. PEDOMAN ...

7

» |
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F.PEDOMANPEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1.

Bidang Pendapatan u.p. seksi Penagihan dan Pelaporan Menerbitkan
SSPD dan menyerahkan kepada petugas pemungut.
Jangka waktu : 1 hari kerja

. Petugas berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang sudah

diterima dan petugas pemungut melakukan panagihan Berdasarkan
Surat Setoran Pajak Daerah
Jangka waktu : 5 hari kerja

. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran pajak melalui petugas

pemungut berdasarkan surat kerja yang ditunjuk dan mengeluarkan
Kwitansi Sementara yang berlaku 7 hari terhitung tanggal penerimaan
uang.

. Kabid Pendapatan u.p. seksi Penagihan dan Pelaporan Mencatat

kedalam Buku Induk Penyetoran dan SSPD di tanda tangan oleh kabid
Pendapatan untuk penyetoran.

. Petugas Pemungut menerima SSPD yang sudah ditanda tangan oleh

kabid Pendapatan melalui seksi penagihan dan pelaporan untuk
disetorkan kepada Bendahara Penerimaan :

(KIFLI H. ADAM




LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 2Z6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DPPKKD
KEPALA KANTOR LELANG
DINAS/BIDANG WAJIB PAJAK NEGARA
PENDAPATAN

Menerbitkan
STPD

Menerbitkan Surat
Teguran/Surat
Peringatan

Menerbitkan Surat
Paksa

Menerbitkan Surat
Perintah

Melaksanakan

Penyitaan

Mengajukan Surat
Permohonan
Penetapan Tanggal
Pelelangan kepada
kantor lelang negara

Menerima
STPD

Melunasi pajak
Ditambah denda
2% setiap bulan

-_f:f§Jika Membayar

Menerima Melunasi pajak

Ditambah denda
2% setiap bulan

Jika tidak membayar

Melunasi pajak
Ditambah denda
2% setiap bulan

Menerima

Surat

Jika tidak membayar 2 x24 Jam Proses |
I Penyitaan §‘§<
4!———— dilakukan Juru %‘:
- P Sita Negara ::

U

Menerbitkan surat
penetapan, hari
tanggal jam, dan

tempat pelelangan

Jika tidak membayar setalah 14 hari

v

G. PEDOMAN ...

-

2.
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Pejabat DPPKKD menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Wajib Pajak Menerima STPD.

Jika dibayar, wajib pajak membayar, ditambah dengan denda
Administrasi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan paling lama 15
bulan sejak saat terhutangnya pajak.

Jika tidak membayar, Pejabat DPPKKD mengeluarkan Surat Teguran/
Surat Peringatan 1, 2 dan 3 kepada Wajib Pajak (surat teguran / surat
peringatan masing-masing 7 hari kerja)

Jika dibayar, wajib pajak membayar ditambah dengan denda
Administrasi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.

Jika tidak membayar, maka Pejabat DPPKKD menerbitkan Surat Paksa
melebihi jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat
Teguran / Surat Peringatan.atau surat lainnya yang sejenis

Apabila Wajib Pajak tidak membayar dalam waktu 2 x 24 Jam sesudah
tanggal pemberitahuan Surat paksa pejabat yang ditunjuk segera
menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi jumlah
pajak terhutang setelah lewat 14 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan Permintaan
penetapan tanggal Pelelangan kepada kantor Lelang negara.

Kantor Lelang negara Menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
Pelelangan, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada wajib pajak.

ZHPKIFLI H. ADAM



LAMPIRAN XIV

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR Z& TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

DPPKKD BIDANG

PETUGAS PENDAPATAN/ SEKSI
PEMUNGUT WAJIB PAJAK BANK ACEH PENAGIHAN DAN
PELAPORAN

Membayar

Menerima
Setoran Pajak

Menyerahkan
SSPD

e Pajak

P

o Menerima
i kwintansi
* Membayar pajak sementaraPajak Mengeluarkan N\
E Daerah SSPDLunas
‘.lIIIIIIIIIIIIIII‘.;IIII -------- -E
:- e -’:/‘mt \“r-t----\--rtﬁ Laribiak ke 1
= enyetor *
:  Kebendahara = Menerima SSPD B
= Penerimama - Menerima SSPD
:lllllIlﬁlIllllllllI.u
. BENDAHARA Lembar ke 2
: PENERIMA Arsip SSPD
. Menerima . Lembar Ke 4
. » Setoran Pajak %
Susnnuunuunusn > u . Mengarsipkan
e kS
FEERNNEE RSN ER N N NN FE RN
- --i If:fi‘l'l ‘TEweay . p 5 - l s
- | B e e
= Menerima SSPD :3‘
+ lunas untuk wajib . Lembar ke 3 A
. paiak = Mengarsipkan SSPD il i o "-"4‘-@ e 3
z gennmnTt . - : . Lembar ke 4 ..'
"suguun} : SsusENEmE r Taunnsunafp “ Mengarsipkan ..
- .
il — e % SsPDLunas &
va e N ‘m I‘---;v‘ “
%, Lembarke 2 o Lembar ke 3 * s
4 LS b4
%, Arsip SSPD :? Mengarsipkan * :ﬁ“
%, . SSPD . .g;/
% b “'
$‘ AQ.‘
o — W

H. PEDOMAN ...
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H. PEDOMAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

1.

2.

Petugas Pemungut pajak daerah melakukan penagihan pajak daerah

kepada wajib pajak.

Penyetoran Pajak Daerah dapat dilakukan dengan 2 cara:

a. Wajib Pajak membayar berdasarkan SSPD dari petugas untuk
penyetoran ke Bank Aceh dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

b. Wajib Pajak membayar kepada petugas pemungut setelah menerima
SSPD dan petugas Pemungut mengeluarkan Kwitansi Sementara
yang berlaku 7 hari terhitung tanggal penerimaan uang dan dalam
waktu 1 x 24 jam menyetorkan kepada bendahara penerima.

. Petugas Pemungut pajak daerah menerima SSPD yang sudah ditanda

tangan oleh kabid Pendapatan melalui seksi penagihan dan Pelaporan
untuk disetorkan kepada Bendahara Penerimaan ;

. Bendahara Penerima, Menerima SSPD yang ditanda tangan kabid

Pendapatandan seksi Penagihan dan Pelaporan untuk penerbitan
SSPD bertanda lunas ditanda tangani Bendahara Penerima DPPKKD

. Petugas Pemungut Pajak Daerah Menyampaikan SSPD bertanda Lunas

yang ditanda tangani Bendahara Penerima DPPKKD ke Wajib Pajak.

. SSPD dicetak dalam 4 (empat) rangkap dengan distribusi :

a. Lembar kel Untuk wajib Pajak

b. Lembar ke 2 Untuk Petugas Pemungut / Bank Aceh

c. Lembar ke 3 Untuk Bidang Pendapatan u.p. Seksi Penagihan dan
pelaporan

d. Lembar ke 4 Untuk Bidang Bendahara Penerima.

. Bidang Pendapatanmelalui Kasie Penagihan dan Pelaporanmenerima

SSPD bertanda Lunas yang ditanda tangan Bendahara Penerima
DPPKKD dari Bendahara Penerima DPPKKD untuk melakukan
pembukuan penerimaan Pajak dan Restribusi.




LAMPIRAN XV

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 2¢ TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBESAN PAJAK

DPPKKD BIDANG
PENDAPATAN / KEPALA DINAS WALIKOTA

WallE Pk SEKSI PENDATAAN SABANG
DAN PENETAPAN

Menerima
permohonan
» Pengurangan,
Keringanan dan
Mengajukan Pembebasan
permohonan Pajak
Pengurangan,
Keringanan dan
Pembebasan
Pajak
Menyerahan
Blangko
permohonan
Pengurangan,

Keringanan dan
Pembebasan

~otot

Mengisi Blangko
Formulir
permohonan
Pengurangan,
Keringanan
danPembebasan
Pajak

Memeriksa
permohonan
Pengurangan,

Suéjnx/qe;es eIf

Memeriksa

5 b Keringanan dan
ermohonan

Pengurangan,
Keringanan dan
Pembebasan

" ey Pembebasan Pajak

Membuat Berita
Acara

Memerik
sa Hasil
Pemerik

Pemeriksaan
Lapangan

Menerima Surat

' Keputusan Mencetak Surat
Pengurangan Keputusan
keringanan dan Pengurangan, Menerbitkan surat
Pembebasan Keringanan dan Memeriksa Keputusan
Pembebasan Surat Pengurangan
I Keputusan keringanan dan

Pembebasan Pajak
Menyerahkan

Surat Keputusan
: Pengurangan
Selesai keringanan dan
. >embebasan Pajak
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I. PEDOMAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBESAN PAJAK

1

2.

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau
pembebasan pajak kepada DPPKKD.Bidang Pendataan u.p. Kasie Penetapan.
DPPKKD.Bidang Pendataan u.p. Kasie Penetapan menerima permohonan
pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak.

. DPPKKD.Bidang Pendataan u.p. Kasie Penetapan menyerahkan blangko

permohonan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan
pajak.

. DPPKKD.Bidang Pendataan u.p. Kasie Penetapan melakukan pemeriksaan

atas permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak
yang di hasilkan dalam berita acara pemeriksaan

. Kepala DPPKKD memeriksa hasil pemeriksaan lapangan dalam berita acara

pemeriksaan.

. Berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan dikabulkan, DPPKKD.Bidang

Pendataan u.p. Kasie Penetapan membuat surat Keputusan pengurangan,
keringanan dan/atau pembebasan pajak untuk disampaikan kepada Walikota
SABANG.

. Walikota menerbitkan Sura Keputusan pengurangan, keringanan dan/atau

pembebasan pajak

. DPPKKD.Bidang Pendataan u.p. Kasie Penetapan Menyampaikan Surat

Keputusan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak melalui
petugas pemungut ke wajib Pajak.

. Wajib Pajak Menirima pengurangan, Keringanan, dan/atau pembebasan

pajak.




LAMPIRAN XVI

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

PEDOMAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

DAERAH.

WAJIB PAJAK

DPPKKD WALIKOTA

Mengajukan permohonan
Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan, Ketetapan
dan Penghapusan, atau
Pengurangan sanksi
Adminidstrasi

Mengisi Blangko Formulir
Permohonan Pembetulan,

A 4

Menerima permohonan
Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan, Ketetapan
dan Penghapusan, atau
Pengurangan sanksi
Adminidstrasi

Menyerahkan Blangko
Formulir Permohonan
Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan, Ketetapan
dan Penghapusan, atau
Pengurangan sanksi
Adminidstrasi

Pembatalan,
Pengurangan, Ketetapan
dan Penghapusan, atau

Pengurangan sanksi
Adminidstrasi

Memperbaiki
permohonan Pembetulan,

ika Salah/
Kurang

Pembatalan,
Pengurangan, Ketetapan
dan Penghapusan, atau

Pengurangan sanksi
Adminidstrasi

Menerima Surat Keputusan
Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan, Ketetapan

Pengurangan sanksi
Adminidstrasi

Selesai

Memeriksa Permohonan
Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan, Ketetapan
dan Penghapusan, atau
Pengurangan sanksi

Jika Dikabulkan

Adminidstrasi

L_ dan Penghapusan, atau <"_

Menyerahkan Surat
Keputusan Pembetulan,

enerbitkan Surat
Keputusan
Pembetulan,
Pembatalan,

Pembatalan, Pengurangan,
Ketetapan dan

Pengurangan,
Ketetapan dan

Penghapusan, atau

Pengurangan sanksi
Penghapusan, atau

Adminidstrasi .
Pengurangan sanksi

J. PEDOMAN ...
"R
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. PEDOMAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK DAERAH.

. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi kepada DPPKKD.

.DPPKKD Kabid Pendapatan u.p. SeksiPendataan danPenetapan
menerima surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dari
wajib pajak.

.DPPKKD Kabid Pendapatan u.p. Seksi Pendataan dan Penetapan
menyerahkan blangko formulir permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi.

.DPPKKD Kabid Pendapatan u.p. Seksi Pendataan dan Penetapan
memeriksa  permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang
hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

.Jika dikabulkan kepala DPPKKD, Bidang Pendapatan u.p. Seksi
Pendataan dan Penetapan menerbitkan Surat Keputusan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi untuk disampaikan kepada Walikota.

. Walikota Menerbitkan Surat Keputusan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi.

. Melalui DPPKKD, Bidang Pendapatan u.p. SeksiPendataan dan
Penetapan Menyampaikan Surat Keputusan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi kepada Wajib Pajak.
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

PEDOMANKEBERATAN DAN BANDING PAJAK DAERAH.

WAJIB PAJAK

i

Mulai

Mengajukan permohonan
Keberatan

DPPKKD

WALIKOTA

A\ 4

Menerima permohonan
keberatan

Mengisi Blangko Formulir
Permohonan keberatan

Memperbaiki
permohonan keberatan

Menyerahkan Blangko
Formulir Permohonan
keberatan

}V;Jika Salah/
ffKurang

Menerima Surat
Keputusan Keberatan

Mengajukan permohonan
Banding Keberatan

] Menerbitkan Surat

Memeriksa
Permohonan

keberatan

Keputusan Keberatan

A 4

Menerima
Permohonan
Keberatan

K. PEDOMAN ...

» B
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K. PEDOMAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Permohonan keberatan kepada
DPPKKD

2. DPPKKD menerima surat permohonan keberatan dari wajib pajak.

3. DPPKKDKabid Pendapatan wu.p. SeksiPendataan dan Penetapan
menyerahkan blangko formulir permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi.

4. DPPKKD Kabid Pendapatan wu.p. SeksiPendataan dan Penetapan
memeriksa permohonan keberatan dari Wajib Pajak yang hasilnya
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

S.Jika dikabulkan kepala DPPKKD, menerbitkan Surat Keputusan Atas
pengajuan keberatan.

6. DPPKKD menyampaikan Surat Keputusan atas pengajuan keberatan ke
wajib pajak.

7. Wajib Pajak mengajukan permohonan banding kepada pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatan yang disampaiakan oleh
DPPKKD.




LAMPIRAN XVIII

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 2& TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

PEDOMAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

WAJIB PAJAK DPPKKD

Menerima

permohonan

Pengembalian
Kelebihan
Pembayaran Pajak

\ 4

Mengajukan
permohonan
Pengembalian
Kelebihan
Pembayaran Pajak

Menyerahan
Blangko

permohonan

i Pengembalian
Kelebihan
Pembayaran Pajak

Mengisi Blangko
Formulir

permohonan

Pengembalian

= Jika Salah/Kurang

Memperbaiki
permohonan

Memeriksa permohonan
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak

Pengembalian
Kelebihan
Pembayaran Pajak

 sssmsesEs (AR NN llll’

R

Jika diterima
Menerima o
Menerbitkan

SPMKP SKPDLB

Berdasarkan
SKPDLB
menerbitkan
SPMKP

A

Selesai

L. PEDOMAN ...
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L. PEDOMAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

1.

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada DPPKKD

. DPPKKD menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak dari wajib pajak.

. DPPKKD menyerahkan Blangko permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak

. DPPKKD memeriksa Blangko permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak

. DPPKKD memberikan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak.

. Jika diterima DPPKKD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

(SKPDLB)

. Berdasarkan SKPDLB, DPPKKDmenerbitkan Surat Perintah Membayar

Kelebihan Pajak (SPMKP).

. DPPKKD Menyampaikan Kepada SPMKP kepada Wajib Pajak.

. Wajib Pajak Menerima SPMKP




LAMPIRAN XIX

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

PEDOMAN PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI DAERAH :

DPPKKD BIDANG
PENDATAAN c¢/q
SEKSI PENDATAAN DAN
PENETAPAN

DPPKKD

WAJIB RETRIBUSI KEPALA DINAS/SKPD

Menerbitkan
NPWRD

Mulai Menerima
Pendaftaran

l

Retribusi Daerah

Melakukan Solosyi
Pendaftaran dan
mengisi Fomulir
Retribusi Daerah Menyerahkan
1 Blangko Formulir
Pendaftaran

Retribusi Daerah
Mengisi Blangko

Formulir J

Pendaftaran
Retribusi Daerah

e

Memeriksa
Fomulir
PendaftaranRe
Retribusi
Daerah

JIKA BENAR /
SALAH

Melengkapi TF T YT

Persyaratan :

Pendaftaran
Retibusi Daerah

Mencatat data
Retribusi buku

induk wajib
Retribusi

K. PEDOMAN ...
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K. PEDOMAN PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI DAERAH

1,

Wajib Retribusi melakukan pendaftaran ke Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang atau SKPD
terkait.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota
Sabang Bidang Pendapatan u.p. Seksi Pendataan dan Pendataan dan
Pendaftaran menyampaikan formulir pendaftaran wajib Retribusi
dengan.

Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan Fomulir Pendaftaran
WR yang telah diisi oleh WR atau yang diberi kuasa.

Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar
Fomulir Pendaftaran diberi tanggal penerimaan dan selanjutnya
dicatat dalam Dafrta Induk Wajib Retribusi, Daftar per golongan serta
dibuatkan kartu NPWRD, Apabila belum lengkap Fomulir Pendaftaran
dan lampirannya dikembalikan kepada WR untuk dilengkapi.

Pendataan terdiri dari: Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTRD),
menyampaikan Formulir pendataan (SPTRD) kepada WR setelah
dicatat dalam daftar SPTRD, menerima dan memeriksa kelengkapan
Formulir pendataan, Mencatat data Retribusi Daerah dalam kartu
data yang slanjutnya diserahkan kepada Unit kerja yang membidangi
untuk proses penetapan.




LAMPIRAN XX

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH :

WAJIB RETRIBUSI

PETUGAS UNIT KERJA

KEPALA UNIT KERJA
/\

=)

Membuat nota
. & Pehitungan Retribusi

SKRD/SKRDT

Yang harus
dibayar

Daerah atas dasar

kartu data

Memeriksa dan
menyerahkan kembali Kartu

Menerbitkan

SKRD/SKRDT

Data kepada Unitkerja yang
membidangi J

Menyerahkan
copy daftar
SKRD/SKRDT
kepada
Pembukuan,
penagihan,
WR

L. PEDOMAN ...
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L. PEDOMAN PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH

i.

Membuat Nota Perhitungan Retribusi Daerah atas dasar Kartu Data;

Menyerahkan kembali kartu Data kepada Unit kerja yang membidangi
pendataan;

Menerbitkan SKRD /SKRDT;

SKRD/SKRDT ditanda tangani oleh kepala unit kerja penetapan atas
nama Kadis DPPKKD/SKPK terkait dan daftar SKRD/SKRDT ditanda
tangani oleh unit kerja yang membidangi penetapan;

Menyerahkan copy daftar SKRD/SKRDT kepada unit kerja yang
membidangi pembukuan penerimaan,unit kerja yang membidangi
penagihan.

Menyerahkan SKRD/SKRDT kepada WR dengan menerbitkan tanda
terima;

Apabila SKRD/SKRDT yang di terbitkan tidak atau kurang bayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKRD/SKRDT, diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STRD
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LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR Z6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN QANUN:

WAJIB RETRIBUSI

PETUGAS UNIT KERJA

KEPALA UNIT KERJA

Mulai ]

Membuat nota
Pehitungan Retribusi
Daerah atas dasar
Qanun/Perwal/ surat

Perjanjian

STS yang harus
disetor

A 4

Membuat STS/
Mengeluarkan Karcis

N

Verifikasi/
validasi/
poperasi

Mengesahkan
STS

LAMPIRAN XXII ...

z 7
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LAMPIRAN XXII

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 2.6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH :

WAJIB RETRIBUSI

BENDAHARA
PENERIMAAN

KAS DAERAH

SKRD/SKRDT ]

SKRD/SKRDT dan
uang

)

SKRD/SKRDT

Yang telah di
validasi/cap

A 4

SKRD/SKRDT/SSRD di
validasi/di cap

MENYETOR
KE KAS
DAEARAH

M.PEDOMAN...

>.
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M. PEDOMAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

1.

Bendahara Penerimaan menerima surat Kketetapan disertai uang
dengan media penyetoran SKRD/SKRDT;

. Setelah media penyetoran tersebut divalidasi/dicap lembaran aslinya

dikembalikan ke WR bersangkutan;

Berdasarkan media setoran yang telah divalidasi/cap dicatat dan

dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan dan selanjutnya di
bukukan dalam buku kas umum,

.Bendahara penerimaan menyetorkan uang ke kas Daerah secara

harian yang disertai bukti setoran Bank;

_Bendahara Penerimaan secara periodikal (bulanan) menyiapkan

Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang ditanda
tangani oleh kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kota Sabang/SKPK terkait.




